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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34. ayat (21
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional, yang mengatur Perjalanan Dinas
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dibayar secara Lumpsum,
maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 'fa!:lurr 2O2l
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
perlu diubah dan disesuaikan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7
Tahun 2O2l ter.tang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor i I Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tarnbdnan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora633); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 t 4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ll3IPMK.OSl2Ol2
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahwn 2012 Nomor 678) sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
9O7l;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1L9 |PMK.O2l2O2O
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal-un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1133);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARATENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PE.]ABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KBRJA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja, dan
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 7) diubah
sebagai berikut:
l. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4 ,..J

(1) Biaya Perjalanan dinas untuk tingkar( perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku dan

uang transpor lokal;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi.

(21 Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dibayarkan secara .Lumpsum dan merupakan
batas tertinggi.

(3) Biaya transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a hanya diberikan kepada pegawai Negeri Sipil, pppK
dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menggunakan
kendaraan dinas.

(4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari biaya angkutan pesawat udara, kapal laut
dan bus, biaya transportasi menuju bandara/pelabuhan/
terminal/ stasiun dan sebaliknya, biaya retribusi
(passenger seruice chargel dan biaya pemeriksaan
kesehatan (rapid test/ rapid antigen test/ pCR test/ sutab
test sepanjang dalam masa pandeml.

(5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati,
Pimpinan dan anggota DPRK serta Sekda, pejabat Eselon
II, dan Pejabat lainnya yang setara yaitu pimpinan
Lembaga Keistimewaan Aceh, dibayarkan secara
Lumpsum, diperhitungkan per hari dan merupakan batas
tertinggi.

(6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dan c dibayarkan dengan menggunakan
metode at cost, kecuali pelaksanaan bagi
Pimpinan/anggota DPRK dipertanggungiawabkan secara
Lumpsum.
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(7) Jumlah hari perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan
jumlah hari pelaksanaan tugas ditambah I (satu) hari
sebelum dan sesudahnya, atau disesuaikan dengan
kondisi riil perjalanan dinas dimaksud.

2. Di antara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 10 disisipkan I (satu)
ayat yaitu ayat (l0a) dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat
(15), ayat (16), ayat (17) dan ayat (18) sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(i) Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:
a. Perjalanan Dinas Biasa;

b. Perjalanan Dinas Tetap;

c. Perjalanan Dinas Palam Kota;

d. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;

e. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
f. Perjalanan Dinas Paket Ti,rllboard;
g. Perjaianan Dinas Paket.f,rlldag;
h. Perjalanan Dinas Paket halfdag;
i. Perjalanan Dinas Paket residence;

(2) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf a adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas
kota dan perjalanan dinas pindah bagi Pej abat Daerah,
Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjalanan dinas melewati batas kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu perjalanan dinas melewati
batas wilayah Kabupaten Aceh Utara.

(4) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah perjalanan dinas tetap yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas, Pengeluarannya oleh
pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

(5) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) antara lain perjalanan dinas oleh tenaga penyr:luh
pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan tenaga
fungsional lainnya.

(6) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas di dalam
kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak
tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) ja- maupun yang dilaksanakan sampai
dengan B (delapan) jam termasuk pemberian uang
transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri
rapat, seminar, dan sejenisnya.

(7) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya
dapat diberikan uang transportasi lokal.
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Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pembebanan biaya
Perjalanan Dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.

Perjalanan Dinas dari Kabupaten Aceh Utara menuju
Kota Lhokseumawe atau sebaliknya dikategorikan
Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dikecualikan untuk Penilai Barang Milik Daerah dalam hal
ini Penilai Pemerintah yang berkedudukan di Kota
Lhokseumawe, Pedalanan Dinas dari Kota Lhokseumawe
menuju Kabupaten Aceh Utara atau sebaliknya
dikategorikan Perjalanan Dinas Biasa.

Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8
(delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan
8 (delapan) jam adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju terhitung sejak keberangkatan,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula dalam wilayah kabupaten Aceh Utara.
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah
daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan
pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota
pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya
ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang
meliputi:
a. Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator,

dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

b. Biaya paket meeting (halfdag/fuUdag/fullboard/
residencel;

c. Uang saku peserta, panitia/ moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

e. Biaya pemeriksaan kesehatan lrapid test/ rapid antigen
test/ PCR test/ swab test) bagi narasumber dari luar
kota sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa
pandemi) ditanggung oleh pemerintah daerah
penyelenggara.

Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah
penyelenggara dan dibiayai seluryhnya oleh pemerintah
daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di iuar kota
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pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas
yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta,
meliputi:

a. Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

b. Biaya paket meeting (halfday/futtdag/fultboard/
residencel;

c. Uang saku peserta, panitia/ moderator dan/ atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

d. Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta,
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

(14) Perjalanan Dinas Paket fullboard adalah paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
sehari penuh dan menginap, Komponen paket mencakup
akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali rehat kopi
dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya.

(15) Perjalanan Dinas Paket fullday adalah paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap, Komponen paket
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2
(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(16) Perjalanan Dinas Paket halfdag adalah paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, Komponen paket
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1

(satu) ka1i, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
(17) Perjalanan Dinas Pakel residence adalah paket kegiatan

rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap,
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi
dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya.

(18) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat ST dan
SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan
ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pej abat Negara, Pegawai Negeri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap

yang meiakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 5
(1ima) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas
menyerahkan ST, SPD dan bukti-bukti lain yang berkaitan
dengan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran
melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai
dokumen pertanggung jawaban.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi berupa semua biaya yang telah diberikan
akan ditarik kembali dengan memperhitungkan dari gaji
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yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat
tiba kembali adalah sebagai berikut:

a. pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani
oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah;

b. pada lingkungan Sekretariat DPRK ditandatangani oleh
Sekretaris DPRK, dan apabila Sekretaris DPRK
berhalangan maka yang menandatangani pengembalian
SPD adaiah Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRK;

c. pada lingkungan SKPK ditandatangani oleh Sekretaris
SKPK/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
apabila Sekretaris SKPK/ Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian berhalangan maka yang
menandatangani pengembalian SPD adalah Kepala
Bidang terkait.

(4) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, PPPK, Pegawai Tidak
Tetap selaku pelaksana perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meiengkapi dokumen
pertanggungjawaban biaya perjaianan dinas sekurang-
kurangnya melampirkan:

a. Surat Tugas yang sah;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di
tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak
terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil;
e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan

dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidangjasa penyewaan kendaraan;

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya; dan

g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan
melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.

(5) Pimpinan/anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6) melengkapi dokumen pertanggungjawaban
biaya perjalanan dinas sekurang-ku rangnya 

^melampirkan, A A
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a. Surat T\rgas yang sah;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di
tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak
terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. boarding pass;
d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan

dinas lumpsun. Besaran lumpsum dihitung untuk
seluruh komponen biaya perjalanan dinas
berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Standar Biaya Perjalanan Dinas;

e. Pakta integritas yang merupakan pemyataan tentang
komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;

f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang
ditandatangani pelaksana peialanan dinas dengan
melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 28 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan
huruf h, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Format mengenai :

a. Fasilitas transpor bagi pelaksana perjalanan dinas
tercantum dalam lampiran I;

b. ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

c. SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

d. Rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD
rampung sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV;

e. Surat Pernyataan Pembatalan T\rgas Perjalanan Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

f. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI;

g. Pakta Integritas Perjaianan Dinas Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

h. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas
Lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; 4AI
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Pasal Il
1. Ketentuan mengenai pcrtanggungiawaban pedalanan dinasdalam negeri bagi pimpinan aan an-ggota DpRK secara lumpstmdigunakan sejak 2 Januai2024.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten ncen Uia.i.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Febryari 2024 M

2l Rajab t44S H

ACEH UTARA, T8

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Feb ari 2

1RaJ ab

S DAE

24M
1445 H

RAH,
e!
s
ul
&

I ALBAR

4c6u uI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5'

HK

MAHYUZAR
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHANTqTAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7rAHUN 2021 TENTANc-.ppruar,arvniri-;,il1-p{G_r pa,ABAr NEGARA,PEGAWAI NEGERI. PEGA.WAI PPT'ABNTNiAX-O;NbATU PERJANJIAN KERJA DANI3;*tlf,l#"^- rErAp Dr r,rnciiji,r'6irv rEMERTNTAH xesupnreN

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA PERJAI,,ANAN DINAS

Pejabat/ Pegawai
Negeri/Pegawai

Tidak Tetap

Tingkat
Perjalanan

Pesawat
Udara

Kapal
Laut

Kereta
ApilBus Lainnya

4 5 6

No
Moda Tran S rtasi

A Bisnis Kelas IA Eksekutif B iaya riil (at cosr)

Bisnis Kelas IA Eksekutif Lumpsum

Lumpsum

Biaya riil (a, cost)

Biaya riil (a! cost)

Ekonomi Kelas IA Eksekutif

Ekonomi Kelas IIA Eksekutif Biaya riil (af cost)

Biaya riil (af ost)

Biaya riil (ar cosr)

Ekonomi Kelas IIA Eksekutif

I

I

2

3.

4.

5.

Bupati, Wakil
Bupati

Pimpinan DpRK

Anggota DPRK

Sekda

Pejabat Eselon II
dan pejabat setara
lainnya

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

Tidak Teta

A

A

A

B

Ekonomi

Ekonomi

Kelas IA Eksekutif

Kelas IIB Eksekutif

6

7

8

c

c

cPNS Gol. tv I til/
IIl1, PPPK, pegawai

Ekonomi Kelas IIA Eksekutif

I
H UTARA,\

MA zAR

2 l3.+-

pi

\
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T,AMPIRAN II

SURAT TUGAS
Nomor

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DpRK/PimpinanAceh/ Kepala Satuan Kerja Perangkat KabupatenBupati Aceh Utara Nomor Tahunmemberi lqgas ke da

Pangkat/Jabatan

Dasar :Tujuan :Di:
Pembebanan
Dari tanggal

Anggaran
sampai dengan

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.Lembaga Keistimervaan' berdasarkan peraturan
tanggal

Nama/NIPoN

1

'--

Lhoksukon, .... . .

PE"IABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.Catatan :*) coret yang tidak rlu

P4)
B ACEH UTARA,a

UZAR

q-

3--

---

M



-12-

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR ] raHux zoz+
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEI,{ UTARA NOMOR 7TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINA$ BAGI PEJABAT T,TBCNNA,
IqqAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PNN.IAIV.IIAN TPNJA OENPEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAEUPNTENACEH UTARA.

KOP SKPK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

SURAT PERJALANAN DINAS
Nomor : O9al ....... I .......

eterangan lain-lain

Dikeluarkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG
NAMA
PANGKAT
NIP.

1
Pejabat yang berwenang memberi
Perintah

2 ama/NIP Pe Iak akanga a 1 yan me San
al de anan 1naS

a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan
c. Tingkat Biaya perjalanan dinas

3
a

b
c

4 aksud Perjalanan Dinas

5 at angkutan yang dipergunakan

6 . Tempat berangkat
. Tempat tujuan

a
b

7
. Lama perjalanan
. Tanggal berangkat
. Tanggal harus kembaii
engikut : Nama

Jabatan Tingkat Perjalanan
Dinas

1

9
mbebanan Anggaran
Instansi
Akun

10.

,xbA

8
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L Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Ke:
Pada tanggal :

PE.JABAT YANG BERWENANG
NAMA :

PANGKAT :

NIP. :

ir.
pa
iKc

Tiba di
da Tanggal
pala:

Be
Ke

rangkat dari :

a tanggal
pala :

IP.
ll. Tiba di

Pada Tangga
Kepala

k

Nrn
Iv. Tiba kcmbali di
(tempat kedudukan)
pada Tanggal i

lPejabat vang berwenang/ pejabat
lainnya yang ditunjuk

NIP.
V. CATATAN LAIN-LAIN

rangkat dari

pada tanggal
kepala :

perintahnya dan semata-mata
fiepentingan jabatan dalam wak
lsesingkat- singkarnya.
Pejabat yang berwenang/ pejabat
fang ditunjuk.

elah diperiksa dengan keteranga
bahwa perjalanan tersebut a

.i

untu
tu yan

lainnya

P

VI. PERHATIAN : L Selambat-lambatnya 7 (tujuh)
be rakhir, SPD harus dise rah
bersangkutan.

hari setelah perjalanan dinas
kan kepada Bendahara yang

kealpaan

2

3

Apabila ketentuan tersebut pada butir I (satu) tidak dipenuhi,
maka semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali
dengan memperhitungkan dari gaji yang bersangkutan sesuai
dengan peraturar perundang-undangan.
Pejabat yang berwenang menerbitkan SpD, pejabat yang
mengesahkan tanggal keberangkatan dan tiba serta Bendahara
Pengeluaran, bertanggundawab apabila daerah menderita
kerugian keuangan akibat kesalahan,

l: ke lalaiann a berdasarkan raturan dan -undan
dan

n.

BUPATI ACEH UTARA,

w ZAR

<.t

(

(
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN]\T1!-PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NoMoR 7TAHUN 2021 TENTAN9 PERJALANAN -DiNAb 

BAGJ-FE.JdIT'rV'"N'GANE,
lpg+y4l NEqERr, pEGAwArpEr\rBmnnex pB^rb,AN pERJAiliiifr xap;e po*PEGAWAI TIDAK TETAP DI I,INCXtJi.i6iT* PEMERINTAH KABUPATENACEH UTARA,

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD :

Tanggal :

No. Perincian Biaya Jumlah Keterangan
I
2
3
4
d S t

Jumlah: R
Terbilan

Telah dibayar

Rp..........

Bendahara

NIP.

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/ lebih

telah menerima jumlah uang sebesar

Rp,........

yang menerima

NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

P.{ a

Rp
Rp
Rp

Pejabat.yang berwenang/ pejabat lain yang
ditunjuk

kH UTARA,*

o
fr ZAR

(
)
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 rAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama
NiP
Jabatan
Unit Organisasi

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas

li*:t: T:: :i:::: T::::::1::::t:: ::: :1i:: i:::: i:::116,"n"
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukumyang
berlaku.

(10)
Yang Membuat Pernyataan,

(11)

fail

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

(1)
(2t
(3)
(4\

(s)
(6)
(71

(8)
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suRArpERNyAimYliY,tiFXSi'+ilJ^Ty"{TALANANDTNAS

(l) Diisi nama atasan pelaksana SpD, yaitu :

a. Kepala SKPK untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pelaksana
SPD pada SKpK berkenaan; atau

b' Sekretaris Daerah. untuk pedalanan Dinas yang dilakukan oreh Kepala
SKPK, atau setingkat pejabat Eselon II lainnya;c' Bupati untuk perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil
Bupati, dan Sekretaris Daerah;

{21 Diisi NIP arasan pelaksana SpD(3) Diisi jabatan atasan pelaksana SpD
(41 Diisi nama Unit Organisasi atasan peiaksana SpD(5) Diisi nama Pelaksana SpD
(6) Diisi NIP Pelaksana SpD
(7| Diisi jabatan pelaksana SpD
(8) Diisi nama unit Organisasi pelaksana SpD
{?l_. P1i"i alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
1l9l Pii"i tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
(11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksani SpD

ACE IH UTARA

\
MAHYUZAR

fr!
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjatanan Dinas berdasarkan
tanggal ... . .. ... dan SPD Nomor .... . . ... tanggalSurat Tugas Nomor

........ atas nama :

(1)
(2t
(s)
(4)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan pembatalan Trrgas perjalanan Dinas
Nomor ......... tanggal ...... ...

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ......... (9
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DpA/DppA
dapat dikembalikan/refund (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp ...............

) dan
tidak
(10),

/Unit

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi

sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor tanggal ......... SKPK
Organisasi .......... (1 l).

(t2l
Yang Membuat Pernyataan,

(13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

,xa 0

(1)
(2t
(3)
(4)
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PETUNJUK PENOISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEM BEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

(l)
(2t
(3)
(4)
(s)
(6)

17l
(8)
(e)

Diisi nama PA/KPA SKPK vang dibebani biaya pedalanan dinasnya
?ii"i y1P PA/{PA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Diisijabatan PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Diisi nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan'dinasnya
Diisi nama Pelaksana SpD
Diisi NIP Pelaksana SPD
Diisi jabatan Pelaksana SPD
Diisi nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Diisi transport yang digunakan

(10) Diisi dengan jumlah rugiah biaya transpor dan penginapan yang tidak
dapat di kembalikan / reTtznd sebagian / seluruhnyi

(11) Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama sKpK yang dibebani biaya
pe rjalanan dinasnya

(I2) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
(13) Diisi tanda rangan dan nama jelas pA/KpA sKpK yang dibebini biaya

perjalanan dinasnya

PA
EH UTARA K

*

O
rr\



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR s. TAHUN 2024

- t9-

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7TAHUN 2021 TENTANC PERJAT,ANAN DINAS BAGI PE.JAB'i'IT-TiCENE,
PEGAWAI NECERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN XE-RJA OANPEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENACEH UTARA

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIM-PINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII,ANRArcrAT DAERAH pRovrNsr / KABurareN 7 xorn...... :. 
- --- -..

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat, Tanggal lahir ;NIK :
Jabatan
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

l) bahwa saya akan melak
Tugas Nomor ..........
kegiatan

2l

3)

sanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surattanggal dalam rangka -etafi;rratan

Demikian pernyataan ini saya.bua.t denga, sebenarnya secara sadar dan tanpalil:fi d-".! siapa pun. epiuila dikemu?ia; t; i".d;p.t Gk.iilrinHnTataupenylmpangan, sarr'a bersedia dituntut sesuai dengan t it"r, y."l-Grrafrr.

:'. -

20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

o7I
CEH UTARA k

&
U

.t

RO

Materai

U R

P,l
4
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LAMPIRAN VIII
lq84ruR4N BUPATT ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TBNTANG PERUBAHANATAS.PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7rAHUN 202 1 rENrANg_. een.liln*liv "br"r.rng 

. !1qi'pEJAB,i'i' h"'Bcnne,PEGAWAI NEGERI, PEORWEI PEUEiITiEH"OCTIGAN PERJANJIAN KERJA DAN
I88flyA'^#r^* rErAp or rrrv'c(iji'ic"n"x' pBrraEi{iNiAH " KAEuparer,r

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERA H

No. Kuitansi:

Sudah te rima dari

Sebesar

Terbilang Rupia h

Untuk Pengeluaran

trd

Tahun anggaran:

KUITANSI

Bendahara Pengeluaran / Bendahara
r-em oantu

Rp...............

Bia.va pe
kegiatan

dengan rincian:

uang harian
biaya rransportasi
biaya pengihapan
uang representasi perjalanan dinas
biaya taksi

trd

Pengeluaran

rjalanan dinas dalam rangka melaksanakan

I
2
2

4
5

:Rp
;Rp
:Rp
:Rp
:Rp

Menvetuiu i
Penggu nh Anggaran/ Kuasa
Pcngguna Anggaran,

Bendahara
Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran pembantu

ttd
NIP NIP

P.4
i

EH UTARA F*

U

Materai

Ro10.0m

P

&

?

C-

tt


